LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);
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7.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4427).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Majalengka.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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10.

11.

12.

13.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat
Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang
melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan
Peraturan /Keputusan Bupati.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/keputusan Bupati adalah
suatu upaya atau tindakan agar peraturan tersebut ditaati semua pihak
dan bagi pelanggar peraturan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan
sanksi yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.
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14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan
Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertertiban umum di daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/
Keputusan Bupati;

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan
Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
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